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HALAL CERTIFICATE ISSUANCE MECHANISM FOR FOOD AND
BEVERAGE PRODUCTS ACCORDING TO LAW NUMBER 33
OF 2014 ON HALAL PRODUCT ASSURANCE
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Halal labeling for every food product is very necessary for the realization of
peace of mind of the community, especially Muslims in choosing the desired food
and beverage products. The problem in this thesis is how is the legal position of
halal certificates on food and beverage products according to Indonesian law,
what is the role of the Indonesian Ulema Council of Medan City in granting halal
certificates and labels to food and beverage products, what are the obstacles and
efforts in granting halal certificates to food and beverage products at the Food,
Drug and Cosmetics Assessment Institute (LPPOM) of the Indonesian Ulema
Council Medan. In writing this thesis, the author uses the library research method
fo examine ‘secondary data and field research, namely by conducting research
with the authorities at the Medan MUL Based on the results of the study, it is
understood that the legal position of halal certificates on food products, the legal
provisions are to provide legal protection and legal certainty for Muslims in
consuming food and beverage products from producers. The Indonesian Ulema
Council itself, in collaboration with the Food, Drug and Casmetics Assessment
Institute (LPPOM), makes every effort to determine whether a product s halal or
not by conducting research on raw materials, additives, processing facilities and
even transportation used to deliver food and beverage products, sales locations,
processing facilities, and clean from pork. Halal certification is only valid for 2
(two) years since the certificate was issued, and must be re-certified. The role of
the Indonesian Ulema Council in providing halai certificates and labels on food
producs is to determine a fatwa on the halalness of food, drug and cosmetic
products carried out by the Fatwa Commission after an audit by LP POM MUT
and reporting to the Fatwa Commission. The report from LP POM MU is then
brought 1o the Fatwa Commission hearing. The Fatwa Commission then
determines whether the product is halal or not based on the research report
submitted by LP POM MUL Afier that is passed, then a halal certification is
issued to the product. Obstacles and efforts in providing halal certificates and
Labels on food products are found in the community who make their own products
who usually do not know the ingredients they have used, and always assume that
what is made is halal, but not necessarily the ingredients or tools used are halal,
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ABSTRAK

MEKANISME PEMBERIAN  SERTIFIKAT  HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN 

PRODUK HALAL

Romi Sitompul

(235114104)
Labelisasi halal terhadap setiap produk pangan sangat diperlukan demi terwujudnya ketentraman batin masyarakat khususnya umat Islam dalam memilih produk pangan dan minuman yang dikehendaki. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum sertifikat halal  pada produk makanan  dan minuman menurut ketentuan hukum  Indonesia, bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia Kota Medan  dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan dan minuman, bagaimana kendala dan upaya dalam  pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan penelitian dengan pihak yang berwenang di MUI Medan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan hukum sertifikat halal pada produk makanan ketentuan hukumnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan dan minuman yang berasal dari produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan dan minuman, tempat penjualan, tempat pengolahan, clean dari babi. Sertifikasi halal itu pun hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, dan harus disertifikasi ulang lagi. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah menetapkan fatwa tentang kehalalan produk makanan, obat-obatan dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa setelah dilakukan audit oleh LP POM MUI serta melaporkan kepada Komisi Fatwa tersebut. Laporan dari LP POM MUI kemudian dibawa ke sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang disampaikan LP POM MUI. Setelah itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut. Kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah terdapat pada masyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang dibuat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dipergunakan halal. Upaya yang dilakukan LPPOM MUI adalah terus mensosialisasikan tentang jaminan halal.
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